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PENETAPAN
Nomor 0436/Pdt.P/2015/PA.Chd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:
Miftahudin bin H. Alimudin, Sukabumi, 14 Nopember 1978 (umur 37 tahun), agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cigembong
RT.001 RW. 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar
Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Aas binti Kudin, Sukabumi, 12 Juni 1984 (umur 31 tahun), agama islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cigembong RT.001 RW.
002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak
Nomor 0436/Pdt.P/ 2015/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal
09 Nopember 1999 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Curugkembar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama
Kudin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama
Solehudin dan Ahromi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan

Pemohon I;
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2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Curugkembar, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II
berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan
Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama : Siti Dedah, Sukabumi 06 Oktober 2001, Siti Dawiyah,
Sukabumi 15 April 2014;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan
nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun
sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah
bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama
Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana
dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006
Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan
penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Miftahudin bin H. Alimudin) dengan
Pemohon II (Aas binti Kudin);

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Miftahudin bin H. Alimudin)
dengan Pemohon II (Aas binti Kudin) yang  dilaksanakan pada tanggal
09 Nopember 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar,

Kabupaten Sukabumi;
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir menghadap sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat
sehubungan dengan permohonannya tersebut, dibacakanlah permohonan Pemohon
yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3202421411780002
tanggal 02-02-2013, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II
Nomor : 3202425206840002 tanggal 02-02-2013, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3202422103120016 tanggal
01-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan
dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, Solehudin bin H. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kampung Cigembong RT.001 RW. 002 Desa Sindangraja Kecamatan

Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;

- Bahwa saksi mengetahui saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kudin, saksi nikah bernama saksi sendiri
dan Ahromi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dibayar tunai dan ijab qabul antara wali dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

mempunyai dua orang anak;
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- Bahwa selama menikah terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik
hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah
bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa pengajuan penetepan ini untuk keperluan Pemohon mengurus akta kelahiran
anak-anaknya;

Saksi kedua, Ahromi bin Mamat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Kampung Cigembong RT.001 RW. 002 Desa Sindangraja Kecamatan

Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;

- Bahwa saksi mengetahui saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kudin, saksi nikah bernama Solehudin
dan saksi sendiri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dibayar tunai dan ijab qabul antara wali dengan Pemohon [;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah
mempunyai dua orang anak;

- Bahwa selama menikah terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik
hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah
bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa pengajuan penetepan ini untuk keperluan Pemohon mengurus akta kelahiran
anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon
IT adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I
dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan
penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan
berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I
dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim
menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan
Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke
Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah
melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 1999, namun pernikahan tersebut
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan
Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama
Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatatan
Pernikahan dan tidak mampu memenuhi biaya pembuatan buku nikah maka sampai
sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti
pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu
Pernikahan para Pemohon diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih
dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana
tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling
melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka
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Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal
09 Nopember 1999 yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda
dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah
bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain
Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak
bernama Siti Dedah, Sukabumi 06 Oktober 2001, Siti Dawiyah, Sukabumi 15
April 2014;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama setempat;

- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan
bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal
09 Nopember 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar,
Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh
hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I
dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam

Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim yang artinya : “ Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan
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seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu,
umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai
dengan ketentuan syari'at Islam dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah
sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk
yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama
setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu
permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat
dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Miftahudin bin H. Alimudin)
dengan Pemohon II (Aas binti Kudin) yang dilangsungkan pada tanggal
09 Nopember 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar,
Kabupaten Sukabumi;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curugkembar, pada hari Selasa tanggal
29 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal /5 Dzulhijjah 1436 H. oleh Drs. H.
Darul Palah sebagai Hakim Tunggal, didampingi Ade Rinayanti, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I

dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan  : Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp.  5.000,-
5. Biaya Materai :Rp.  6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )
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Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Mansyur Syah, SH
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